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MOTTO

’

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya.’
(Surat Al-Baqarah ayat 286)
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ABSTRAK

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Saat ini pemerintah
mendorong perbaikan iklim investasi yang melibatkan pemanfaatan tanah yang
substansial seperti pertanian, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam
UU Cipta Kerja Pasal 22 menjelaskan pemanfaatan tanah ulayat harus melalui
musyawarah dengan masyarakat hukum adat, sebelum diubah dalam UU Cipta
Kerja Pasal 22 mencantumkan sanksi pidana namun telah dihapuskan dan diganti
dengan sanksi administratif. Sampai saat ini masih ada korporasi yang berupaya
menguasai suatu tanah ulayat dengan melawan hukum.

Isu hukum yang diangkat pertama pemanfaatan tanah pertanian berasal dari
hak wulayat oleh korporasi yang bertentangan dengan hukum dan kedua
pertanggungjawaban hukum terhadap pemanfaatan tanah pertanian yang melawan
hukum oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mempetakan arah isi tesis ini
dengan menganalisis. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Pemanfaatan tanah
ulayat tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat tetapi pihak
luar seperti korporasi pun diperbolehkan memanfaatkannya. Korporasi yang telah
mendapat izin memanfaatkan tanah ulayat tidak diperbolehkan melanggar
kesepakatan yang telah disetujui bersama pada saat musyawarah. Akan tetapi,
terkadang pemanfaatan tanah ulayat tidak melalui mekanisme musyawarah,
melainkan  diberikan  langsung kepada korporasi oleh  pemerintah.
Pertanggungjawaban pidana, kejahatan korporasi terhadap bidang pertanahan
masih belum dapat menjerat korporasinya, tetapi hanya manusianya. Padahal pada
teori direct corporate criminal liability bahwa korporasi dapat melakukan sejumlah
delik secara langsung melalui orang yang berhubungan erat dengan korporasi itu,
sedangkan pertanggungjawaban perdata korporasi telah diatur di dalam BW dan
menjadi subjek hukum sehingga dalam lingkup perdata korporasi dapat dimintai
pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Korporasi, Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat
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ABSTRACT

The existence of civil-law societies is recognized in the constitution of the
state of the republic of Indonesia chapter 18 verse (2), where governments today
encourage climate improvements in investment involving substantial land use such
as agriculture, to promote economic growth. Under Law of the Republic of
Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation chapter 22 explains the use of the ground
ulayat by deliberate deliberation with the people of the customary law community,
before being amended to chapter 22 Law of the Republic of Indonesia No. 11 of
2020 on Job Creation stating criminal penalties but has been abolished and
replaced by administrative sanction. To this day there are still corporations trying
to gain control of ulayat's land by breaking the law.

The first law issue that was raised on the land of agriculture came from the
right of ulayat by corporations that conflicted with the law and both law liability to
illegal use of farmland by corporations. The research was to plot the general
direction of the thesis's content by analyzing. The research method used by normatif
law with a constitutional, conceptual, and case study approach. Ulayat's use of land
could not only be used by the indigenous legal community but by outsiders such as
corporations being allowed to use it. Corporations who have obtained a permit to
use the land of ulayat are not allowed to violate a mutually approved agreement
during deliberations. Sometimes, however, ground use is not by deliberate
mechanism but is given directly to corporations by governments. Criminal
accountability, corporate crimes against land still can't ensnare corporate, but only
human beings. On direct corporate criminal theory that a corporation can account
directly to people associated with the corporation, while civil liability corporate
was regulated within the bw and became a subject of the law so that the civil sector
of the corporation can be called to account.

Keywords: Corporation, Customary Law Community, Customary Land
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